
WALIKOTA PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2017 
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PASURUAN, 

a. bahwa guna menyesuaikan dengan pertumbuhan 
dan kondisi ekonomi di Kota Pasuruan serta 
peratuan perundang-undangan yang diterbitkan 
oleh Pemerintah, maka beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah perlu diubah; 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu 
membentuk Peraturan Walikota ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan 
Nomor 30 Tahun 2017 ten tang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

Mengingat ... 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 

6. Undang-Undang ... 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana 
telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan 
Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); 

12. Peraturan ... 
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12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1067); 

14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor O 1 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Nomor 07); 

15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 
2017 tentang tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat paerah (Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4); 

17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2017 Nomor 30); 

MEMUTUSKAN ... 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 
PASURUAN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KOTA PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG 
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 
4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2017 Nomor 30), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan 
dalam bentuk iuran kepada BPJS Kesehatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebesar 5% (lima persen) dari Uang 
Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD 
setiap bulan, dengan ketentuan: 

a. 4% (empat persen) dibayar oleh 
Pemerintah Kota; dan 

b. 1% (satu persen) dibayar oleh Pimpinan 
dan Anggota DPRD bersangkutan. 

(3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan 
anak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Selain jaminan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan 
Anggota DPRD disediakan pemeriksaan 
kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui 
status kesehatan di luar cakupan pelayanan 
kesehatan yang diberikan oleh BPJS 
Kesehatan. 

(5) Pemeriksaan ... 
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(5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk 
suami/istri dan anak. 

2. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan 
kematian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) hurufb dan huruf c diberikan 
dalam bentuk iuran kepada BPJS 
Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebesar: 

a. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) 
dari Uang Representasi Pimpinan dan 
Anggota DPRD setiap bulan untuk 
jaminan kecelakaan kerja; dan 

b. 0, 72% (nol koma tujuh puluh dua persen) 
dari Uang Representasi Pimpinan dan 
Anggota DPRD setiap bulan untuk 
jaminan kematian. 

(3) luran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibayar oleh Pemerintah Kota. 

3. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak 
memperoleh pakaian dinas dan atribut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf d. 

(2) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) terdiri atas: 

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) 
pasang dalam 1 (satu) tahun; 

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 ( satu) 
pasang dalam 1 (satu) tahun; 

c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) 
pasang dalam 5 (lima) tahun; 

d. pakaian ... 
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d. pakaian dinas harian lengan panjang 
disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) 
tahun; dan 

e. pakaian yang bercirikan khas daerah 
disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) 
tahun. 

(3) Standar satuan harga pakaian dinas dan 
atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disesuaikan dengan Keputusan Walikota 
Pasuruan tentang standar harga satuan 
barang. 

(4) Atribut untuk pakaian dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disediakan 1 (satu) 
buah dalam 1 (satu) tahun. 

(5) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan 
mempertimbangkan prinsip efisiensi, 
efektivitas, dan kepatutan. 

4. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 
tunjangan perumahan. 

(2) Tunjangan perumahan diberikan dalam 
bentuk uang yang besarannya ditetapkan 
sesuai dengan standar satuan harga sewa 
setempat yang berlaku untuk rumah negara 
dan perlengkapannya, sebagai berikut: 

(3) 

a. Ketua, sebesar Rpl 7.000.000,00 (tujuh 
belasjuta rupiah) per bulan; 

b. Wakil Ketua, masing-masing sebesar 
Rpl4.000.000,00 (empat belas juta 
rupiah) per bulan; dan 

c. Anggota, masing-masing sebesar 
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 
bulan. 

Tunjangan perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak 
Penghasilan (PPh) sebesar 15% (lima belas 
persen) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan bidang perpajakan. 

5. Ketentuan ... 



- 8 -

5. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) 
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Bagi Anggota DPRD diberikan tunjangan 
transportasi. 

(2) Tunjangan transportasi diberikan dalam 
bentuk uang yang besarannya ditetapkan 
sesuai dengan standar satuan harga sewa 
setempat yang berlaku untuk kendaraan, 
tidak termasuk biaya perawatan dan biaya 
operasional. 

(3) Tunjangan transportasi diberikan masing
masing sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan 
juta seratus ribu rupiah) per bulan. 

(4) Tunjangan transportasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikenakan PPh 
sebesar 15% (lima belas persen) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan bidang perpajakan. 

6. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) 
bah yakni Bab VIA, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

BAB VIA 

UANG JASA PENGABDIAN 

7. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 ( satu) 
Pasal, yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 20A 

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang 
meninggal dunia atau mengakhiri masa 
baktinya diberikan uangjasa pengabdian. 

(2) Uang Jasa Pengabdian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

a. masa bakti kurang dari 12 (dua belas) 
bulan, diberikan uang jasa pengabdian 
sebesar 1 ( satu) bulan uang representasi. 

b. masa ... 
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b. masa bakti 12 (dua belas) bulan, diberikan 
uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) 
bulan uang representasi. 

c. masa bakti 13 (tiga belas) bulan sampai 
dengan 24 (dua puluh) empat bulan, 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 
(dua) bulan uang representasi. 

d. masa bakti 25 ( dua puluh lima) bulan 
sampai dengan 36 (tiga puluh enam) 
bulan, diberikan uang jasa pengabdian 
sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi. 

e. masa bakti 37 (tiga puluh tujuh) bulan 
sampai dengan 48 (empat puluh delapan) 
bulan, diberikan uang jasa pengabdian 
sebesar 4 (em pat) bulan uang 
rep re sen tasi. 

f. masa bakti 49 (empat puluh sembilan) 
bulan sampai dengan 60 (enam puluh) 
bulan, diberikan uang jasa pengabdian 
sebesar 6 (enam) bulan uang representasi. 

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan 
meninggal dunia, uang jasa pengabdian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan kepada ahli warisnya. 

Pasal II 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 
2 Januari 2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

Ditetapkan di Pasuruan 
Pada tanggal ~ Lt ft'orv.ei.ti ~OM 

Plt. WALIKOTA PASURUAN, 
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Diundangkan di Pasuru~ 
pada tanggal J_ 1, f-tb('\J..O.t"-1 .;2..08--0 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 5 


